HEPUTUSAN HEPALA KANTOR WILAYAH HEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 507 TAHUN 2020
TENTANG

PEMEERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MAMBAUL MA'ARIF BANJARWATI PACIRAN

HABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA HANTOR WILAYAH HEMENTERIAN AGAMA PROVINEI JAWA TIMUR.

Menimbang

Mengingal

- .

T

ahwa  dalam rangkn meningkatkan akses pendidikan
madrasall vang lennutu, perlu membserikan kesempatan
masyarakai melalui organisasi berbadan  hukum  untok
menyelenggarnkan  madrasah  sesum dengan  standar
masdgitil peodidikn;

bahwns madrsah sebappimana lercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan sdministratif,
teknis dan kelayekan yang teinh ditetapkon berdasarkan
Noia [Hnps Pertimbangan Dad Kepala Bidang Pendidikan
Madmsah Nomor ; 30/ Kw, 13.2.5/PP.00/ 05/ 2020 1anggal
22 Mei 2000 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor
Kementerinn  Agamn Kabupaten Lamongan  Nomaors
B.2396/Kk.13.18.2/PP.O0.5/4/2020 1anggal 16 April
2020,

bohwn berdesarkan pertimbangnn sebagaimana. dimnksud
dalam hurif a dan hurul b, perlu meneiapkan Keputusan
Kepala Kandor Wilayah Kemenlerion Agama Provinsi Jawn
Timur tentong Izin Operasional Penditian Madrasah Alivah
Mamba'Ul Ma'Arif  Banjarwati  Paciran  Kabupaten
Lamongan Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Trhun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahsn Lembamn  Negara
Republik Indonesin Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Gurg dan
Dosen (Lembaran Negarn Republik Indonesian Tahun 2005
Momar 157, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Nomaor 2301,

Perafuman. Pemerintalh Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standnr Mastonal Pendidikan [Lembaran Negamm  Republik
Indonesia Taehun 2005 Nomor 41, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4496) Sebagaimana tetah
diubiah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005
tentang Perubahan Kedus Atns Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidiken
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
;."‘Jl;umhqhnn Lembarmn Negarm Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajlb
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Megara Republik
ladonesia Tnhun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaron
Negarn Republik Indonesis Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Fendanann  Pendidikan  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tehun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesin Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008 ienang Guri
[Lembaran Negarn Republik Indonesia Tabiun 2008 Nomor
194, Tumbahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
4041), sebagnimans telabh  diubah dengan  Peralumn
Pemediniah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peeaturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarnan  Pendidikan (Lembaran
Megarn  Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5150) schagaimana ielah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolsan dnn Penyelenpgarann  Pendidikan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemer 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Uniuk Sekolzh
Dasarf Modrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasall Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Meoterd Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar 1si Pendidiken
Agama [slam dan Bahasa Amb di Madrasah;

Peraturan Menterd Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 temtang Smndar Pelayvinnn Minbmal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  sebagaimana  felah  diohah  dengan
Persturan Menten Peodidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubnhin Atas Peraluran Menleri
Pendidiknn Masionnl Nomor 15 Tahun 2000 tentang Standar
Pelovansn Minimal Pendidikan di Kabupaten] Kotagy

Peraturan Menteri Agnma Nomor 2 Tahun 2012 teniang
Pengiwans Madmeah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam
padn Sekoloh (Perta Negorn Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 206) schagalmans telgh diubah dengan Peraturn
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Alas Permluran Menter Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidiken Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomaor 684);
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14, Peratumn Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 lentang
Penyelengparann Pendidilken Madrasah, schagaimans teluh
diulsh dengan Peraturan Menteri Agamn Nomor B Tahun
2016 teniang Perubahan Kedua Atas Pernturnn Menteri
Agami Nomor 90 Tobun 2013 tentang Penyelengearann

Pendidikan Madrasah;
MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

ACAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH  ALIYAH  MAMBA'UL  MAARIF BANJARWATI
PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINE] JAWA TIMUR,

: Memberkan izin opemsionol pendivian madrasah sebapaimana

terennium  dalam  Lampiran  dan  merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ind.

¢ Hagi Madrasah Aliyah setelah jangla walktu 4 tahurn, Kepala

Madrasah vang bersangkutan wajib :

a. Menyampaikan  lnporan  perkembangan  madmsah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
gedikit perkembungan jumiah pescrta  didik, pelaksanaan
kurfkulum, pelaksanaan  pemenuhan  standar  samana
prasarans, don pelnksanaan pemenuban standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan /ot

1. Mengajukan pendaftaran visitast akreditas! sekolah/madrasah
kepada BAP-8/M sesuai ketenluan peraturan perindang:

undungan.

: Dalam hal perkombangan madmsah scbagalmann  dimeksud

dalom  Mkium  Kedua hurul & dinitel memenuhi standar
pelavanan minimal penyelenggaran pendidikan danfalau hasi
pkreditasl sebapmimann dimaksud Dikium  Kedua huruf b
mendapat  peringkat  minimal C, maks  lxnn  operasional
sebagsimann dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku,

s Dalam hol perkembangan madrasah sebagaimana  dimaksod

datam Dilctum  Kedun  huref 8 dindiel memenubi - standar
pelnyanan minimal penyelenggarann peididikan danfatau basil
akreditasi sebagaimana dimaksud Dikium Kedua buruf b tidak
mendapat  peringkal  minimal  C, moka  in operasional
sebagaimann dimoksud dalam Dikium Kesatu dicabut.

¢ Heputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplean.

Ditetnpkan di Sidoarjo
pada tangeal 12 Juni 2020

KEPALA TOR WILAYAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 307 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN 121N OPERASIONAL
PENDHRIAN MADHASAH ALTYAH
MAMBAUL MAARIF BANJARWATI
PACIRAN KABUPATEN LAMONCOAN
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

Namn Madrasah

MADRASAH ALIYAH MAMBA'UL MAARIF
BANJARWATI PACTRAN KABUPATEN

LAMONGAN

Nomor Smristik Madrasah 131235240087
Alnmat Madrosah JL. RAYA DEANDLES NO. 388
DESA BANJARWATI

KECAMATAN PACIRAN
KAHUPATEN LAMONGAN
| PROVINS! JAWA TIMUR

Nama Organisasi Penyclenggarl

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-
HALDLIRI

Akt Notaris Organisasi
Penvelenggarn

KO, 162, RATNA MUTIA MARHAENI, SH,
M.Kn

Pengesahan Akle Notaris
Orpanizasi Penyelenggara

AHU-003 1349, AH.01.04. TAHUN 2015
15 DESEMBER 2015
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